PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR

Mengingat * :l.‘_'Undang—Undang Nomor 29 Tahun 1959 tent

- BUPATI BOLAANG MONGONDOW
: PROVINSI SULAWESI UTARA
- PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
. NOMOR O% TAHUN 2018

|

TENTANG

12 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
~ DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

. -KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang T A bahwa kewenangan penandatanganan Perizinan dan Non

Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal d:
‘Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditarik dan dilimpahk
kepada Sekretaris Daerah;
" b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  ‘sebagaimana
~ dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peratur
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Bolaang Mongondow Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal d
‘Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang
 Mongondow;

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar
- Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 7
. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tent
. Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
. Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
- Republik Indonesia Nomor 4724);
3. 'Undang-Undang ~ Nomor 12 Tahun 2011 tentang
' Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201j1
* Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republi

" Indonesia Nomor 5234);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi
~ Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarah

f

A UR




Menetapkan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2009 tentang

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentan

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondov

.~ 11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 40 Tahun

- PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 1

LS ]

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaim
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

3 Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. ‘Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembarah
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

‘Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

= Uld

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berit
~Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

g

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi
- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negar
- Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016
3 1 tentahg Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modadl
.dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1906);

w

-

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
" Susunan Perangkat Daerah;

{2016' tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
| ~dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Bolaang
- Mongondow;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATA

oA

TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGA
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPAD
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPAD
SATU PINTU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bolaang
Mongondow Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelimpahar
Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepad

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

) l



Kabupaten Bolaang Mongondow (Berita Daerah Kabupate

Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 12) diubah sebagai

- berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah schlngga berbunyi

sebagai berikut :

© (2). Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan
' perizinan dan non perizinan atas nama Bupati

- kepada Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat
sebagai berikut:

. (1) Sekretaris  Daerah
" penandatanganan perizinan dan’' non perizinan

" kepada Bupati.

(1) diubah sehingga berbunyi

bertanggungjawab atd

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahka
- pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanny
dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal -] — 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, /

T

-

) STI SOEPREDJO MOKOAGOW

Dlundangkan di Lolak
pada tanggal S 2018

SEKRETARIS DAERAH -
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

-

LR

S TAHLIS GALLANG:

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG
NOMOQR.. '

MONGONDOW - TAHUN 20
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PENGANGKATAN AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI DAN
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang :

Mengingat

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR (034 TAHUN 2018
TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

bahwa untuk mengurus segala keperluan
berhubungan dengan pelaksanaan tugas Bupati,
Bupati dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta
pelaksanaan  pengamanan maka dipandang perlu
mengangkat Ajudan;

bahwa sebagai dasar hukum dalam pengangkatan Ajudan
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dalam
Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengangkatan Ajudan Bupati, Wakil Bupati
dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,
g
Wakil

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No‘l-nor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor g&

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); '

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGANGKATAN AJUDAN BUPATI, WAKIL BUPATI DAN
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai un+ur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
Wakil Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Ketua
DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
Ajudan adalah Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota POLRI atau non
PNS yang diangkat untuk mengurus segala keperluan yang berhubungan
dengan tugas Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD.
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BAB II
PENGANGKATAN

Pasal 2

Untuk mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan tugas Bupati,
dan Wakil Bupati, Bupati mengangkat Ajudan yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 3

Untuk mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan tugas Ketua
DPRD, Ketua DPRD menunjuk Ajudan yang ditetapkan dengan Keputusan
Sekretaris DPRD.

Pasal 4

(1) Jumlah Ajudan Bupati paling banyak 3 (tiga) orang.
(2) Jumlah ajudan Wakil Bupati paling banyak 2 (dua) orang.
(3) Jumlah ajudan Ketua DPRD sebanyak 1 (satu) orang.

Pasal 5

Bagi anggota TNI/POLRI yang akan diangkat sebagai Ajudan, harus ada surat
perintah tugas dari atasan yang bersangkutan.

)




Pasal 6

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Ajudan Bupati, Wakil Bupati dan Ketua
DPRD diberikan honorarium berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan

memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu

ran

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 8 —1 — 2018

BUPATI BOLA[}NG MONGONDOWﬁ

-

gYAS’I‘I PREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal, 2018

SEKRE IS DAERAH KABUPATEN
BOL G MONGONDOW,

’ %

TATILIS GALLANG L

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2018
NOMOR....




